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KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TAPIN
Nomor : 069 / TK - DPMPTSP / X /2025

Tentang

1ZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

TK. BUNGA TANJUNG
DESA MARAMPIAU RT.03 RW 01 KECAMATAN CANDI LARAS SELATAN
KABUPATEN TAPIN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TAPIN

Menimbang : a  Bahwa dalam rangka memberikan kepastian  hukum  untuk
penyclenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal dalam
memberikan layanan pendidikan kepada masyarakat perlu diterbitkan
lzin Operasional

b.  Bahwa dalam menerbitkan Jzin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan
Non Formal scbagaimana dimaksud pada butir a, dipandang perlu
ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapin.

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 31 entang

Mengingat |
Pendidikan;
2. Undang-Undng Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional,
3. Peraturan Pemerintah Nomor @ 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar
Sckolah ;

4, Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak |

5. Peraturan Pemenntah Nomor @ 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional
Pendidikan ;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan
Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana t¢lah diubah dengan Peraturan
Pemenntah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerineh Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan  dan

Penyclenggaraan Pendidikan;
7. Peraturan Menteni Pendidikan Nasional Nomor : 58 Tahun 2009 tentang

Standar Pendidikan Anak Usia Dini |

8  Permwran Menten Dalam Negen Nomor 138 Tahun 2017 tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor @ 05 Tahun 2007 tentang
Pembentukan Organisasi dan tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten
Tapin ;

10. Peraturan Dacrah Kabupaten Tapin Nomor : 03 Tahun 2002 tentang
Kewenangan Kabupaten Tapin sebagai Daerah Otonom;

I1. Peraturan Bupati Tapin Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pendelegasian
Wewenang Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Kepada
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.



————

Memperhatikan

Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

Tembusan :

Sural Permohonan Kepala TK. BUNGA TANJUNG Nomor - tanggal
25 Seplember 2025,

b. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tapin Nomor

: RU2.3/1957/Tnsdik/2025 Tanggal |15 Oktober 2025,

MEMUTUSKAN

Memberikan lzin Operasional kepada

MNama Lembaga o TK. BUNGA TANJUNG

NPSN 30312434

lenis Kegiatan : Taman Kanak-Kanak { TK )

Tahun Pendiran o 04 Jumn 1995

Kepala Penyelenggara : Rawiah, §.Pd

Alamal i Desa Marampiau RT.03 RW .01
Kec.CLS Kab.Tapin

MNaungan : Yayasan Bunga Tanjung
Marampiau

[zin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dind sebagaimana
dimaksud pada dikium KESATU berlaku sampai dengan Tanggal 15
Oktober 2030,

lzin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini ini berlaku
sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan
ini akan thadakan perbaikan dan perubahan sehagaimana mestinya,

Dhtetapkan di : Rantay
Pada Tanggal 15 Oktober 2025
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